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ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung gugat PT. Lazada Indonesia
selaku jasa layanan atas kerugian yang dialami konsumen. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian
ini digunakan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
kasus (case approach). Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan, sengketa antara
konsumen dengan PT. Lazada Indonesia yang teregister perkara nomor
588/Pdt.(G/2020/Pn.Jkt.Brt terdapat unsur kesalahan yang dilakukan konsumen. Unsur
kesalahan meliputi kesengajaan dan kelalaian. Pada kasus ini konsumen memberikan kode
OTP yang bersifat rahasia kepada pihak yang mengaku sebagai seller Lazada. Bahwa atas
perbuatannya konsumen mendapatkan kerugian senilai Rp.17.000.000,- (Tujuh Belas Juta
Rupiah). Hal ini merupakan kelalaian konsumen maka, berdasarkan Pasal 19 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 8§ tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen PT. Lazada
Indonesia tidak dapat dibebankan tanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh
konsumen. Pada kasus ini konsumen menempuh penyelesaian sengketa melalui litigasi. PT.
Lazada Indonesia menolak atas gugatan tersebut.

Kata Kunci: Kelalaian, Lazada dan Tanggung Gugat.

XVi



BABI1
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Internet merupakan layanan penyedia informasi dan komunikasi
elektronik yang memiliki berbagai keunggulan diantaranya untuk mencari
informasi data dan berita, mencari literatur untuk bahan pembelajaran,
melakukan komunikasi melalui media sosial, dan juga memberikan
pelayanan bagi para penggunanya untuk membuka lapak maupun
berbelanja pada platform online.!

Dampak dari pesatnya perkembangan teknologi dibidang informasi
dan telekomunikasi salah satunya adalah transaksi jual beli melalui jaringan
komputer atau yang biasa disebut dengan “e-commerce”.? Pasalnya,
transaksi jual beli yang semula hanya dilakukan di pasar tradisional yang
mengharuskan adanya pertemuan antara pedagang dengan pembeli, namun
dengan adanya e-commerce, kini transaksi jual beli dapat dilakukan dengan
mudah sebab dapat dilakukan kapan dan dimana saja. Hal ini karena penjual
dapat memperkenalkan produk yang dijualnya kepada pembeli melalui e-
commerce sedangkan bagi pembeli sendiri, melalui e-commerce tersebut,

pembeli dapat mengetahui rincian dan spesifikasi pada produk yang hendak

! Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Refika Aditama,

Jakarta, 2004, hlm. 1.

hlm. 48.

2 Herman, dkk., Pengantar Hukum Bisnis Onine, CV. Azka Putra, Sumatera Barat, 2021,



dibelinya. Dengan demikian, adanya e-commerce dapat membantu para
pihak dalam melakukan transaksi jual beli secara lebih efisien.?

Beberapa kemudahan yang diperoleh pelaku usaha dari adanya e-
commerce diantaranya meringankan dalam hal sewa menyewa kios atau
ruko sebagai lapak jualan sehingga pelaku usaha dapat menawarkan produk
dengan harga yang relatif lebih murah tanpa memperhitungkan biaya sewa
kios atau ruko, pemanfaatan waktu yang lebih efisien karena setiap proses
jual belinya dilakukan secara online dan juga mampu memberikan
jangkauan promosi yang jauh lebih luas karena media online dapat diakses
pembeli dari wilayah manapun.*

Sehubungan dengan perkembangan teknologi digital, para investor
bersaing untuk menciptakan berbagai platform e-commerce. Diantara
berbagai layanan e-commerce yang tersedia di Indonesia, salah satu yang
kerap digunakan adalah toko on/ine Lazada. Lazada dikelola oleh PT. Ecart
Webportal yang beroperasi di Jakarta. Lazada Indonesia didirikan pada
tahun 2012 dan masih beroperasi hingga saat ini.> Lazada Indonesia
merupakan bagian dari Lazada Group yang menjadi platform belanja nomor
satu di Asia Tenggara. Lazada Group tidak hanya beroperasi di Indonesia,

namun juga beroperasi di Malaysia, Filiphina, Thailand, dan Vietnam.

3 Ida Ayu Dyah, S.W, “Akibat Hukum Wanprestasi Debitur dalam Transaksi Elektronik
Melalui Layanan PayLater pada Aplikasi Shopee”, Jurnal Kentha Semaya, Edisi No. 6, Vol. 10,
2022, hlm. 144.

4 Sandryones Palinggi, Erich C. Limbongan, “Pengaruh Internet Terhadap Industri E-
Commerce Dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Pelanggan Di Indonesia”, Jurnal Seminar
Nasional Riset dan Teknologi (SEMNAS RISTEK), Edisi No. 1, Vol.4, 2020, him. 226.

5 Lazada, https://id.wikipedia.org/wiki/Lazada, Diakses pada tanggal 21 Oktober 2023
pukul 19.50 WIB.



Dalam dunia bisnis terdapat beberapa bentuk interaksi yang dilakukan para
pelaku bisnis. Diantaranya B2B (Business to Business), B2C (Business to
Customer), C2C (Customer to Costumer), dan C2B (Customer to Business).
Lazada sendiri merupakan macam e-commerce yang bentuk interaksinya
menggunakan B2C.°

Suatu perjanjian mutlaknya menimbulkan hubungan hukum’.
Hubungan hukum antara penjual barang atau jasa, platform (Lazada),
dengan pembeli yang timbul dari adanya transaksi jual beli ialah Lazada
sebagai penyedia platform e-commerce yang menjadi penghubung dalam
jual beli online antara penjual dengan pembeli. Dalam hal hubungan penjual
dan pembeli pada platform Lazada, Penjual wajib terdaftar di Lazada dan
wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian
baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya hanya dibuat oleh salah
satu pihak, sedangkan pihak lainnya wajib memenubhi isi dari perjanjian
yang telah dibakukan. Begitu juga dengan pembeli wajib memenuhi syarat
dan ketentuan yang telah diberikan oleh Lazada. Selain itu Lazada sebagai
penyedia juga mempunyai kewajiban untuk memberikan fasilitas dalam hal
pelayanan, jaringan infrastruktur dan keamanan, dan juga bantuan guna
menanggapi keluhan baik dari pembeli ataupun pelaku usaha.

Transaksi e-commerce juga merupakan suatu perjanjian jual beli,

yang mana dalam proses transaksi e-commerce mengandung suatu asas

® Mahir Pradana, “Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Di Indonesia,” Jurnal Neo-

Bis, Edisi No. 2 Vol. 9, 2015, hlm. 38.

hlm. 97.

7 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1988,



konsensualisme. Dengan asas konsensualisme, dikatakan bahwa perjanjian
itu lahir dari adanya kesepakatan kedua belah pihak. Setelah terciptanya
kesepakatan dari para penjual dan pembeli maka, timbulah kewajiban bagi
pembeli untuk memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan dan pembeli
mempunyai hak untuk mendapatkan pemenuhan dari prestasi yang
diperjanjikan.®
Perjanjian yang dibuat dalam transaksi jual beli online, semestinya
harus mempunyai kekuatan yang sama dengan perjanjian pada umumnya.’
Perjanjian elektronik dalam transaksi online terlihat lebih mudah dan
praktis, akan tetapi tidak mengurangi pembuktian kekuatan perjanjian
elektronik. Pengaturan kontrak elektronik terdapat dalam Pasal 1 angka 17
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(selanjutnya disebut UU ITE) yang menyebutkan bahwa:
“Kontrak elektronik adalah Perjanjian para pihak yang dibuat melalui
sistem elektronik”
Meskipun kontrak tersebut dibuat secara elektronik, namun apabila
berpedoman dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(selanjutnya disebut KUHPerdata), dan terpenuhinya semua persyaratan

yang ada didalamnya yaitu:!°

8 RR Dewi Anggraeni, Acep Heri Rizal, “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet
(E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Edisi
No.3 Vol. 6, 2019, hlm. 224.

°Ibid., him. 225.



1. Adanya kesepakatan dari para pihak yang melakukan kesepakatan;

2. Dilakukan oleh subjek hukum atau pihak yang cakap hukum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Suatu hal tertentu;

4. Sebab yang halal yang artinya objek atau prestasinya tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kontrak yang memenuhi syarat tersebut dinyatakan sebagai kontrak
yang sah di mata hukum dan perjanjian tersebut mengikat selayaknya
undang-undang sebagaimana dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang
menyatakan sebagai berikut:

“Semua Perjanjian yang dibuat secara sah dan mengikat berlaku
sebagai undang-undang bagi yang membuatnya ”.

Sehubungan dengan hal di atas merupakan pokok-pokok yang wajib
dipenuhi bagi para pihak yang melakukan perjanjian.'!

Jual beli yang dilakukan secara online yang artinya proses transaksi
jual beli dilakukan hanya sebatas melihat bentuk produk melalui iklan atau
foto yang ditampilkan pada etalase platform online dan deskripsi yang
diberikan oleh pelaku usaha. Dengan begitu, pelaku usaha dilarang untuk
memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan yang di janjikan atau

dinyatakan dalam deskripsi, keterangan maupun iklan. Mengingat

! Dahlan,” Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Online yang Dilakukan Oleh Anak di bawah
Umur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, JHM, Edisi No. 1 Vol.4, 2023, hlm. 3.



mayoritas pelaku usaha pasti menerapkan prinsip untuk mendapatkan
keuntungan yang maksimal. Ketidaktahuan dan ketidaksadaran pembeli
seringkali dimanfaatkan pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan.

Sebagai pembeli harus bertindak lebih selektif dalam memilih toko
yang akan dipilih dengan melihat berbagai ulasan yang dimiliki oleh toko
online tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK) yaitu perkembangan
hukum perlindungan konsumen di Indonesia. UUPK menjadi wadah guna
melindungi hak-hak konsumen yang lebih detail diatur dalam Pasal 4
meliputi hak atas keamanan, kenyamanan serta keselamatan dalam memilih
barang dan jasa juga untuk memperoleh nilai yang sebanding dengan apa
yang sudah diperjanjikan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi
apabila barang dan jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya dalam
perjanjian.!?

Berbagai kemudahan yang diberikan oleh platform online guna
transaksi jual beli banyak memberikan manfaat bagi aspek perdagangan.'?
Namun ada kalanya posisi itu tidak berjalan seperti semestinya, terdapat
pihak-pihak yang menjalankan kewajiban sebagaimana normanya, tetapi
terdapat juga pihak-pihak yang menjalankan kewajiban tidak sebagaimana

normanya.

12 Viggy Sinaulan, “Tanggung Gugat Produsen Terhadap Peredaran Produk Cacat Dalam
Rangka Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19997, Jurnal Lex et
Societaris, Edisi No. 6 Vol. 5, 2017, hlm. 105.

13 Nicolas dan Atalim, “Tanggung Jawab Badan Usaha Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi”, Jurnal Hukum Adigama, Edisi No. 2 Vol. 4, 2021,
hlm. 1941



Atas perbuatan yang menyebabkan kerugian perlu untuk mempertegas
ketentuan guna melindungi hak-hak konsumen. Ketentuan untuk
memperkuat konsumen memperoleh haknya dinyatakan pada Pasal 19 ayat
(1) UUPK:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”

Berdasarkan pasal tersebut yang menyebutkan adanya kewajiban untuk
memberikan ganti kerugian maka, pihak yang merasa dirugikan berhak
menggugat tanggung jawab kepada orang yang akan melakukan ganti rugi
atau disebut tanggung gugat.

Penulisan skripsi ini mencoba mengambil permasalahan yang
berawal dari sengketa nama yang disamarkan Tuan Reno dengan PT.
LAZADA INDONESIA dalam putusan nomor: 588/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt
adapun konstruksi masalahnya adalah sebagai berikut:!*

Reno adalah konsumen situs belanja online yang diselenggarakan
oleh PT. LAZADA INDONESIA dengan akun yang digunakan di
cantumkan nomor handphone 082234878999 milik Reno. Reno melakukan
pemesanan pada situs belanja online Lazada berupa Antam Logam Mulia
Keping Emas (50 g/999.9% Fine Gold Certificate) dengan Nomor pesanan

390468958969274 yang dibeli dan dibayarkan dengan nominal sebesar Rp.

17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) dari rekening atas nama Reno kepada

“DirektoriPutusan,https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebac8a716
720 60a174313034303137.html, Diakses pada tanggal 21 Desember 2023


https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebac8a716720
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebac8a716720

Rekening tujuan BCA yakni dengan nomor rekening 3905280630443928
milik Lazada.'>

Setelah melakukan pembayaran Reno dihubungi oleh nomor yang
tidak dikenal dengan nomor handphone 082389289782 yang mengaku
bernama Herlambang dan mengaku sebagai Penjual (Seller/Merchant)
Lazada dengan dalih memberikan informasi bahwa pesanan atas nama Reno
tidak dapat dilakukan pengiriman dikarenakan nomor resi pesanan belum
diaktifkan.'¢

Pihak yang mengaku sebagai Herlambang menyatakan memerlukan
nomor OTP yang akan dikirim melalui SMS ke nomor handphone Reno dan
meminta Reno untuk segera memberikan kepadanya untuk mengaktifkan
pesanannya. Sebagai konsumen Reno tidak merasa curiga dikarenakan
Herlambang mengetahui detail nomor pesanan, nomor handphone Reno
selaku pemesan, produk yang dipesan, alamat pesanan, serta Reno merasa
yakin bahwa yang bersangkutan pasti memiliki legalitas sebagai subjek
hukum yang jelas dan telah terdaftar di Sistem Elektronik yang
diselenggarakan. Kemudian Reno mengikuti arahan dari Herlambang untuk
memberikan 6 (enam) digit kode OTP yang dikirimkan melalui SMS nomor
handphone milik Reno, bahwa setelah menerima kode OTP tersebut Reno

memberikannya kepada Herlambang.!’

15 Ibid
16 Ibid
7 Ibid



Reno sebagai konsumen yang beriktikad baik untuk memperkuat
keyakinan mengenai pengaktifan nomor resi pesanan tersebut, maka Reno
mengkonfirmasi kepada customer service Lazada atas kejadian yang
dialaminya. Berdasarkan informasi yang diberikan, customer service
Lazada atas kejadian tersebut menyatakan adanya dugaan peretasan pada
akun konsumen. Kemudian konsumen meminta untuk dilakukan
pengembalian dana dan dilakukan pembatalan pesanan. Namun, dalam
menanggapi permintaan tersebut 1 (satu) hari setelah menerima informasi
adanya dugaan peretasan pihak Lazada tetap memperoses pengembalian
uang sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ke akun konsumen
Reno yang mana diketahui telah dilakukan hacking. Konsumen dalam hal
ini mendapatkan kerugian senilai Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta
rupiah).'®

Konsumen meminta pertanggungjawaban dari PT. Lazada Indonesia
atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Mengingat pertanggung
jawaban pelaku usaha merupakan aspek penting dalam terselenggaranya
Sistem Elektronik. Yang mana dapat ditarik kesimpulan bahwa Lazada
sebagai PPMSE tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik ( selanjutnya disebut PP PMSE) yang mengatur

bahwa:

18 Ibid.



“PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib menjaga Sistem
Elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab dan membangun
keterpercayaan terhadap sistem yang diselenggarakannya kepada publik”
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka
penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang permasalahan tersebut
dan menuliskan rencana penelitian dengan judul “Tanggung Gugat PT.
Lazada Indonesia Dalam Jual Beli Online Terhadap Konsumen (Studi Kasus
(PT. Ecart Web Portal(PT.Lazada Indonesia))”
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi

permasalahan pembahasan selanjutnya adalah bagaimana tanggung gugat

PT. Lazada Indonesia dalam jual beli online terhadap konsumen?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini
bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisa tanggung gugat PT.

Lazada Indonesia dalam jual beli online terhadap konsumen.

Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini telah dibandingkan dengan 5 (lima) penelitian
terdahulu. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan

penelitian-penelitian lainnya, antara lain:
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No | Nama Judul Persamaan Perbedaan

1. | Arya Analisa Penelitian ini sama- Pada penelitian ini
Bintang Putusan sama menggunakan peneliti membahas
Utomo, Pengadilan kronologi dalam mengenai tanggung
(2021) Kasus putusan kasus no. gugat provider

Wanprestasi | 588/Pdt.G/2020/Pn.Jkt. | dalam hal terjadinya
dalam Brt, khususnya studi kerugian pada
Transaksi £- | kasus PT. Ecart transaksi elektronik
Commerce Webportal Indonesia Lazada
Berdasarkan | (Lazada Indonesia

Perjanjian berdasarkan Undang-

Transaksi Undang Hukum

Elektronik Perikatan, Undang-

(Studi Kasus: | Undang Nomor 11

PT. E-CART | Tahun 2008 Tentang

WEBPORTA | ITE

L

INDONESIA

(LAZADA

INDONESIA

)

2. | Reza Pembatalan Menganalisisi Pada penelitian ini
Ghovin Kontrak perlindungan hukum peneliti membahas
Ankasa, Secara bagi konsumen dalam mengenai tanggung
(2021) Sepihak Oleh | transaksi e-commerce gugat provider

PT. Lazada diatur dalam Undang- dalam hal terjadinya
Dalam Undang Perlindungan kerugian pada
Transaksi £- | Konsumen Nomor 8 transaksi elektronik
Commerce Tahun 1999 dan Lazada
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Undang-Undang
Informasi Dan
Transaksi Elektronik
Nomor 19 Tahun
2016 oleh PT.
LAZADA
menggunakan metode
penelitian normatif
dengan menggunakan
alat pengumpul data
studi dokumen dan

menggunakan analisis

kualitatif.
Ridho Tanggung Menganalisis Pada penelitian ini
Ardiansya | Jawab keterkaitan dengan isu | peneliti membahas
h, (2020) | Penjual tanggung jawab dalam | mengenai tanggung
Terhadap transaksi jual-beli gugat provider
Barang Yang | online di Lazada. Serta | dalam hal terjadinya
Tidak Sesuai | isu dalam konteks kerugian pada
Dengan Iklan | transaksi jual-beli transaksi elektronik
Pada Situs online, yang menjadi Lazada
Jual-Beli perhatian penting dalam
Online perkembangan e-
Lazada commerce di Indonesia
Rizqiana | Perlindungan | Menganalisis aspek Menganalisis aspek
Setyani, Hukum hukum dalam transaksi | perlindungan hukum
(2022) Terhadap elektronik, khususnya terhadap konsumen
Konsumen terkait dengan dalam konteks
Dalam permasalahan hukum pengiriman barang
Pengiriman dan perlindungan yang tidak sesuai
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Barang Yang | konsumen. Serta isu dengan gambar pada
Tidak Sesuai | hukum dalam konteks marketplace, dengan
Dengan transaksi elektronik, menggunakan
Gambar Pada | yang meliputi hak dan | Undang-Undang No
Marketplace | kewajiban konsumen 8 Tahun 1999
Menurut serta pelaku usaha dan | sebagai landasan
Undangunda | tanggung jawab hukum. Sedangkan
ng No 8 provider atau platform | penelitian ini
Tahun 1999 | dalam transaksi membahas mengenai
(Studi Kasus | elektronik terkait tanggung gugat
pada dengan aplikasi undang- | provider dalam hal
Pelanggan undang perlindungan terjadinya kerugian
Lazada di konsumen, yang pada transaksi
Kendal) menjadi landasan elektronik Lazada
hukum dalam
melindungi konsumen
dalam transaksi
elektronik, termasuk di
platform Lazada.
Ra Yhan Penyelesaian | Menganalisis Menganalisis aspek
Rafi Sengketa Ant Yot 11 tasi
Adamas, | Ara eterkaitan dengan wanprestasi yang
(2017) Konsumen Undang-Undang dilakukan oleh PT.
Dengan Pt . .
Lazada Atas Perlindungan Lazada  Indonesia
Kekeliruan Konsumen Nomor 8 selaku jasa layanan.
Infqrmam Tahun 1999 sebagai Sedangkan penelitian
Penjualan
Dalam landasan hukum dalam | ini Pada penelitian
Laman lindunei k . li;
Lazada melindungi konsumen | ini peneliti
Berdasarkan | dalam transaksi jual- membahas mengenai
Undang- beli online di Lazada tanggung gugat
Undang '
Perlindungan | Serta isu perlindungan | provider dalam hal
Konsumen

konsumen dalam

terjadinya kerugian
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Nomor §
Tahun 1999

konteks transaksi jual-
beli online, yang
menjadi perhatian
penting dalam
perkembangan e-
commerce di Indonesia.
Kemudian juga
membahas aspek
hukum dalam transaksi
jual-beli online,
termasuk hak dan
kewajiban konsumen
serta pelaku usaha, serta
tanggung jawab
provider atau platform
dalam transaksi

elektronik.

pada transaksi

elektronik Lazada

Perjanjian merupakan sesuatu yang mengikat dan tanpa

yang banyak dianut

(communis opinion

cloctortinz) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata

sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.!®

Pendapat Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana

seseorang berjanjian kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu

E. Tinjauan Pustaka
1. Perjanjian Jual Beli
paksaan. Pendapat
hlml.98

19 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1985,
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saling berjanji untuk melaksakan sesuatu hal. Kesimpulan dari
peristiwa itu adalah terbentuknya suatu hubungan antara dua orang
tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian merupakan sumber
perikatan disamping sumber-sumberlain. Suatu perikatan lahir dari
perjanjian.°

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1332 KUHPerdata barang yang
menjadi prestasi atau objek dari perjanjian jual beli adalah “haruslah
barang yang berada dalam lalu lintas perdagangan”. Jual beli menurut
Pasal 1457 KUHPerdata adalah:

“Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan
dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain
untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Berdasarkan pengertian jual beli menurut Pasal 1457
KUHPerdata, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan
hubungan timbal balik yakni memerlukan pihak pihak didalamnya.
Penjual memberikan objek dari pejanjian tersebut dan pembeli
membayar harga atas objek yang diperjanjikan. Istilah yang menjadi
lingkup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan
istilah Belanda koopen verkoop yang juga mengandung pengertian
bahwa pihak yang satu verkoopt (menjual) sedang yang lainnya koopt

(membeli).?!

20 Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta,1996, hlm. 1.
2l R. Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, him. 2.
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Perjanjian jual beli terdapat asas konsensualisme. Asas
konsensualisme lahir dari adanya kata sepakat dari para pihak yang
melakukan perjanjian. Asas konsensualisme itu sendiri diatur dalam
Pasal 1458 KUHPerdata mengatur sebagai berikut:

“Jual beli sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah
mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meskipun
barang belum diserahkan dan harga belum dibayar”.

Menurut Wiryono Prodjodikro, perjanjian terdiri dari dua
macam subyek. Subyek yang pertama adalah individu yakni penjual
dan pembeli, dan subyek yang kedua dapat berupa badan hukum.
Keduanya masing masing memiliki hak dan kewajiban.??

Pengertian Transaksi Secara Elektronik

Istilah transaksi elektronik bersinggungan dengan istilah
electronic commerce (e-commerce) yang menjadikan transaksi

elektronik menjadi bagian dari e-commerce.”

Seiring dengan
berkembangnya platform e-commerce juga meningkatkan sistem
pembayaran secara elektronik yang lebih andal dari sebelumnya.
Menurut UU ITE, transaksi jual-beli melalui internet termasuk dalam

transaksi yang menggunakan sistem elektronik menggunakan jaringan

internet sehingga dalam bahasa undang-undang disebut transaksi

hlm.17.

22 Wiryono Prodjodikoro, Azas — Azas Hukum Perjanjian, Sumur Bandung, Jakarta, 1973,

23 Ahmad Rodli, “Rekonstruksi Pengaturan Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia,”

Jurnal Lex Renaissan, Edisi No. 2 Vol.6, 2021, hlm.284
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elektronik. Transaksi elektronik dijelaskan di UU ITE dalam Pasal 1

angka 2 bahwa:?*

“transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media
elektronik lainnya.”

Terjadinya poses jual beli secara elektronik dalam KUHPerdata
berasal dari kesepakatan yang terjadi antara pihak penjual dan
pembeli. Kesepakatan tersebut dikenal dengan kontrak. Kontrak
memiliki persamaan dengan perjanjian namun ada sedikit pembeda
dimana kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara
tertulis, sedangkan perjanjian merupakan bentuk hubungan antara
penjual dan pembeli mengenai perjanjian yang akan dilakukan untuk
suatu hal dan tidak membedakan apakah perjanjian tersebut tertulis
atau tidak. Kontrak merupakan perjanjian secara sempit karena hanya
bentuk tertulis.?’

Mekanisme transaksi elektronik berbeda dengan jual beli
konvensional karena transaksi elektronik di proses melalui media
internet baik dari tahap penawaran oleh pelaku usaha, tahap
penerimaan oleh konsumen, tahap kesepakatan antara kedua belah
pihak, tahap pembayaran, dan tahap akhir pengiriman produk melalui

jasa ekspedisi.?®

24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

25 Munir Fuady, Hukum Kontrak : Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, PT.Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2001, hlm. 2.

26 Rizka Syaftriana, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik”, Jurnal De Lege
Lata Edisi No.2, Vol. 1, 2016, hlm. 20.
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Sistem pembayaran transaksi elektronik dapat dilakukan secara
tunai maupun kredit. Alat pembayaran yang dapat dipilih dapat berupa
tunai dan non tunai yang dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro,
transfer bank, internet banking, kartu kredit, kartu ATM, kartu debit,
uang elektronik, virtual payment, atau paylater.

3. Tanggung Gugat

Menurut istilah tanggung gugat dipadankan dengan
akuntabilitas atau accountability yang mempunyai pengertian
kepastian untuk menggugat tanggung jawab kepada orang yang akan
melakukan tugas tertentu.

Menurut Peter Mahmud Marzuki. pengertian tanggung jawab
dalam arti liability diartikan sebagai tanggung gugat yang juga
merupakan terjemahan dari liability/aanspralijkheid, bentuk spesifik
dari tanggung jawab. Menurutnya, istilah "tanggung gugat" mengacu
pada posisi seseorang atau badan hukum yang dianggap mempunyai
kewajiban membayar ganti rugi atau kompensasi setelah peristiwa
atau tindakan hukum terjadi.?’

Pendapat Peter Mahmud Marzuki tidak jauh berbeda dengan
pendapat ahli hukum perdata yakni J.H.Niewenhuis, bahwa tanggung

gugat adalah suatu kewajiban untuk menanggung ganti kerugian dari

27 Arman Anwar, “Tanggung Gugat Resiko Dalam Aspek Hukum Kesehatan”, Jurnal Sasi,
Edisi No. 2 Vol. 23, 2017, hlm. 160.
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suatu akibat pelanggaran norma. Penyebab pelanggaran norma
diantaranya perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.?®

Mengacu pada ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata, bahwa tidak
semua kerugian yang diderita oleh kreditur dapat dilimpahkan kepada
debitur akan tetapi digaris bawahi debitur wajib membayar ganti rugi
dengan 2 syarat yaitu apabila kerugian yang dapat diduga pada waktu
perjanjian dibuat dan kerugian yang disebabkan oleh ingkar janji atau

wanprestasi.

Definisi Operasional

Dalam memberikan penjelasan serta batasan dalam pengerjaan

penelitian ini, maka penulis menyertakan definisi operasional sebagai

cakupan mengenai penelitian ini yang dijelaskan sebagai berikut:

1.

Tanggung Gugat adalah keadaan dimana seseorang atau badan hukum
dianggap mempunyai kewajiaban untuk memberikan ganti rugi;
Perdagangan online adalah kegiatan jual beli dengan sistem elektronik
berbasis aplikasi dan seluruh transaksinya dilakukan secara online;
Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada
subjek hukum sebagai kewajiban dari pemerintah guna memenuhi hak-

haknya.

WIB.

28 Paulus Aluk Fajar Dwi Santo. Konsepsi Tanggung Gugat, terdapat dalam http://business-
law.binus.a c.id/2016/05.31/konsepsi-tanggung-gugat , Diakses pada 26 Oktober 2023, Pukul 22.31
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G. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi
ini diuraikan lebih rinci sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan
jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis
penelitian hukum yang mengandalkan data sekunder untuk mendukung
temuannya. Konsep penelitian dalam penulisan ini memiliki tujuan
untuk menghubungkan suatu peristiwa hukum dengan sumber data
primer dan sumber data sekunder yang akan penulis gunakan sebagai
penunjang dalam penelitian skripsi ini. Penelitian hukum normatif ini
berfokus pada bentuk tanggung gugat yang dilakukan oleh PT. Lazada
Indonesia dalam jual beli online terhadap konsumen.
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yakni
pendekatan dalam tulisan ini adalah pendekatan adalah statute
approach atau pendekatan perundang-undangan dan case approach
atau pendekatan kasus.?’ Pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi
yang berhubungan dengan masalah yang diteliti peneliti. Selain itu,

peneliti juga menggunakan pendekatan kasus (case approach) yakni

29 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2010, hlm. 16.
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dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan
dengan masalah yang diteliti.
Objek Penelitian
Objek yang akan peneliti kaji adalah perbuatan yang dilakukan
oleh bentuk tanggung gugat PT. Lazada Indonesia bentuk tanggung
gugat yang dilakukan oleh PT. Lazada Indonesia dalam jual beli online
terhadap konsumen.
Sumber Data Penelitian
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data
sekunder yang terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang
memiliki otoritas. Bahan hukum primer adalah dokumen peraturan
yang mengikat yang sudah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen;
3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik;
4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik;
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5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2019 Tentang Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik;
7) Putusan Nomor 588/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Brt.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang
mengandung penjelasan tentang bahan hukum primer, yang terdiri
dari buku, jurnal, tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan
penelitian ini.
c¢. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang terdiri
dari petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, data
elektronik, dan lain sebagainya.
Teknik Pengumpulan Data Penelitian
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi
ini adalah menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen, dengan
cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, situs internet,
dan putusan pengadilan yang beraitan dengan unsur dari judul skripsi
ini sehingga dapat digunakan sebagai dasar penelitian dalam

menganalisa masalah yang dihadapi.
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6. Analisis Data Penelitian
Data dianalisis secara sistematis melalui pendekatan kualitatif.
Sistematis melalui evaluatif, dimana data diambil berkaitan dengan
masalah yang akan diteliti. Pendekatan kualitatif berarti
menghubungkan asas hukum dan peraturan lainnya menjadi sistematis,
kualitatif, dan komprehensif, menggambarkan fakta-fakta yang berlaku
dan terkait dengan hukum yang berlaku.
Kerangka Skripsi
Secara keseluruhan penulisan ini terbagi dalam 4 bab yang masing-
masing terdiri dari sub bab yang telah di kembangkan dan memerlukan
pembahasan yang lebih rinci. Adapun sistematika dalam bab tersebut
adalah:
1. BABI PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, serta alasan
penulis untuk memilih judul skripsi ini, rumusan masalah, tujuan
penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka
skripsi.
2. BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini menguraikan teori-teori yang lebih spesifik yang
berasal dari peraturan Perundang-undangan, buku, dan jurnal.

3. BAB Il HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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Bab ini menguraikan tentang hasil analisis mengenai
bagaimana tanggung gugat PT. Lazada Indonesia dalam jual beli
online terhadap konsumen.

. BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dari pembahasan
sebagai sumber rekomendasi bentuk tanggung gugat yang dilakukan
oleh PT. Lazada Indonesia dalam jual beli online terhadap

konsumen.
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BAB 11
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, JUAL BELI
E-COMMERCE, DAN TANGGUNG GUGAT DALAM TRANSAKSI E-

COMMERCE

A. Perjanjian Pada Umumnya
1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian dalam KUHPerdata yaitu overeenkomst. Menurut Pasal
1313 KUHPerdata, perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Perjanjian
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, suatu persetujuan baik secara lisan
maupun tertulis yang didalamnya terdapat pihak-pihak yang melakukan
persetujuan serta pihak-pihaknya bersedia untuk saling mentaati isi dari
persetujuan tersebut. Sedangkan dalam Kamus Hukum perjanjian adalah suatu
persetujuan atau pemufakatan antara para pihak untuk melakukan sesuatu yang
disetujui. Persetujuan secara tertulis disebut juga kontrak.*

Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana seseorang berjanji kepada
seseorang lainnya atau dua orang yang saling berjanji untuk melakukan suatu hal
yang hendak dicapai.’! Bentuk dari perjanjian umumnya berupa kalimat-kalimat
baik ucapan maupun tertulis yang memuat janji-janji atau kesediaan dalam

melaksanakan prestasi.>> M.Yahya Harahap menyatakan, perjanjian atau

30 Subekti, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 89
31 Subekti, Hukum Perjanjian, Ctk. Kedua puluh, PT. Intermasa, Jakarta,2020, hlm. 1.
32 Ibid
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verbintenis merupakan hubungan hukum yang mencakup mengenai harta benda
atau kekayaan yang menimbulkan kewajiban pihak yang satu untuk memperoleh
prestasi dan pihak yang lain untuk memenuhi prestasi.*?

Perikatan berbeda dengan perjanjian, Perikatan sendiri merupakan suatu
hubungan hukum. Sedangkan perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum.
Perbuatan hukum menjadi pencetus adanya hubungan hukum yang mana pada
umumnya dapat dikatakan bahwa suatu perikatan lahir dari perjanjian. Begitu
juga dapat disimpulkan perjanjian lah yang menimbulkan perikatan.

Ketentuan perjanjian elektronik dalam UU ITE hanya dijelaskan mengenai
batasan umumnya saja. Perjanjian elektronik didefinisikan pada Pasal 17 UU
ITE yakni perjanjian antara para pihak yang dibuat secara elektronik.’*
Keabsahan perjanjian elektronik hanya dijelaskan secara implisit. Pasal 18 ayat
(1) UU ITE menyatakan bahwa isi dari perjanjian elektronik mengikat para
pihaknya. Dari Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian
elektronik mengikat para pihak yang membuatnya selayaknya undang-undang
bila mana perjanjian tersebut dibuat secara sah menurut hukum dan memenuhi
syarat sahnya perjanjian yang berlaku.

Lahirnya perikatan dari perjanjian jual beli elektronik adalah pada saat
penjual melakukan penawaran atas barang atau jasa pada situs online atau
platform yang digunakan dan pembeli tertarik dengan penawaran tersebut.

Kesimpulannya bahwa ketertarikan pembeli tidak hanya pada barang atau jasa

33 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 1986,
hlm. 6.
34 Pasal 17 UU ITE
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yang ditawarkan namun, penjual juga harus memberikan harga yang sesuai

dengan apa yang diperjual-belikan. Kesepakatan yang dimaksud diantaranya

pengisian identitas, alamat serta penggunaan personal identification number (

selanjutnya disebut PIN ) transaksi yang bersifat pribadi. Nomor PIN atau biasa

dikatakan sebagai sandi merupakan sebuah nomor unik yang bersifat pribadi

yang mempunyai fungsi untuk masuk atau /ogin pada platform atau laman

tertentu. Proses tersebut dapat dikatakan telah terjadinya kesepakatan dalam
perjanjian elektronik.

2. Syarat Sah Perjanjian

Sebagaimana diketahui perjanjian atau kontrak dapat mengikat para pihak

bila mana perjanjian atau kontrak tersebut dibuat secara sah menurut hukum dan

memenuhi ketentuan mengenai syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal
1320 KUHPerdata: %

a. Adanya kesepakatan dari para pihak yang melakukan kesepakatan;

Komponen utama dalam perjanjian atau kontrak adalah adanya

kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Menurut J.

Satrio terdapat dua cara mengemukakan kesepakatan yakni: 1). secara

tegas (eksplisit) baik secara tertulis maupun lisan, 2). secara diam-diam

(implisit).’® Kesepakatan yang dimaksud adalah murni dari dirinya

sendiri atau tidak ada paksaan (dwang) dari pihak manapun, kekhilafan

(dwaling) atau penipuan (bedrog). Apabila suatu perjanjian atau

33 Pasal 1320 KUHPerdata
36 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia : dalam Perspektif Perbandingan (Bagian
Pertama), Ctk. 1, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hm. 168-170.
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kontrak mengandung salah satu dari unsur tersebut maka perjanjian itu

menjadi tidak sah.

b. Dilakukan oleh subjek hukum atau pihak yang cakap hukum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Secara umum istilah dari kecakapan bertindak adalah kondisi di
mana seseorang mampu melakukan perbuatan hukum yang dari
perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat hukum. Sedangkan
menurut hukum, yakni seseorang atas wewenangnya mampu
membuat kontrak atau melakukan tindakan hukum baik untuk
kepentingan pribadi maupun bertindak sebagai kuasa. Misalnya
mewakili badan hukum.?” Ketentuan dalam Pasal 1330 KUHPerdata
mengenai orang yang tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum,
yakni:

1). Orang yang dianggap belum dewasa (minderjarigen). Seseorang
yang dinyatakan sudah dewasa menurut ketentuan Pasal 330
KUHPerdata yakni yang sudah berumur 21 tahun atau sudah
menikah. Seseorang yang perkawinannya berpisah pada usia yang
belum 21 tahun maka tetap dinyatakan sudah dewasa karena
berdalil sudah kawin. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor
1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang- Undang Nomor 2

tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30

37 Machdi dan Sri Soesilowati, Hukum Perdata Suatu Pengantar, Ginatama Jaya, Jakarta ,
2005, hlm. 142
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tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN)
yakni seseorang dikatakan dewasa apabila sudah mencapai umur

18 tahun.

2). Meraka yang ditaruh dibawah pengampuan (die order curatele
gesteld zijn). Kategori bagi seseorang yang ditaruh dibawah
pengampuan diantaranya gila, lemah akal, dungu, atau boros

3). Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang telah ditentukan
undang-undang dan kepada siapa yang undang-undang telah
melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Suatu hal tertentu;

Setiap perjanjian wajib memiliki suatu hal tertentu. Pasal 1313
ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa dalam setiap perjanjian wajib
memiliki pokok suatu objek yang paling sedikit dapat ditentukan
berdasarkan jenisunya.’® Objek kontrak dalam suatu hal tertentu adalah
prestasi. Prestasi merupakan kewajiban dan kewajiban yang timbul
dari adanya perjanjian yang harus dipenuhi dan dilaksanakan kedua
belah pihak. Prestasi tersebut dapat berupa:

1) Memberikan sesuatu (objek atau barang)

2) Berbuat sesuatu (jasa)

3) Tidak berbuat sesuatu

38 Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdata
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d. Sebab yang halal

Istilah kausa yang berasal dari Bahasa latin yakni sesuatu yang
menjadi penyebab seseorang melakukan sesuatu. Pasal 1337
KUHPerdata menyatakan bahwa suatu kausa atau sebab dinyatakan
terlarang apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
kesusilaan dan ketertiban umum.?® Kausa atau sebab yang dimaksud
adalah isi dari perjanjian yang dibuat. Perjanjian yang dibuat harus
memenuhi kausa yang halal artinya para pihak harus memperhatikan
isi dari perjanjian tersebut agar tidak bertentangan dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan

kesusilaan dan ketertiban umum.*°
Berdasarkan keempat syarat sah perjanjian tersebut masing-masing
memiliki konsekuensi apabila tidak terpenuhinya syarat tersebut. Pada point
pertama dan kedua yang menyebutkan adanya kesepakatan dari para pihak yang
melakukan kesepakatan dan dilakukan oleh subjek hukum atau pihak yang cakap
hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan
syarat subjektif karena pada intinya mengenai pihak-pihak atau subjek dalam
perjanjian, sedangkan poin ketiga dan keempat yang menyebutkan suatu hal
tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif karena pada intinya

mengenai objek atau prestasi dari perjanjian yang dibuat.*!

39 Pasal 1337 KUHPerdata
40 Martha Eri Safira, Hukum Ekonomi di Indonesia, Nata Karya , Ponorogo, 2016, hlm. 88.
4'Subekti, Hukum Perjanjian, Ctk. Kedua puluh, PT. Intermasa, Jakarta,2020, hlm.20.
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Mengenai konsekuensinya bila mana tidak terpenuhinya syarat subjektif,
maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Namun apabila salah satu pihak yang
membuat perjanjian tidak memohonkan untuk dilakukan pembatalan, maka
perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat. Sedangkan dengan tidak
terpenuhinya syarat objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum yang
artinya perjanjian tersebut dianggap tidak ada sejak awal atau dianggap tidak
pernah ada.

Jual Beli dan E-commerce

1. Perjanjian Jual Beli

Awal mula dari adanya jual beli yakni adanya penawaran. Penawaran
dilakukan baik dari pihak penjual atau pembeli. Penawaran yang dilakukan oleh
pihak penjual berupa penawaran barang dengan harga yang telah ditetapkan oleh
penjual, sedangkan penawaran yang dilakukan oleh pihak pembeli bisa berupa
menawarkan harga yang dirasa sesuai dengan pembeli yang kemudian disetujui
oleh kedua belah pihak maka lahirlah jual beli.

Istilah jual beli dalam hukum perjanjian Indonesia diambil dari Bahasa
Belanda yakni koop en verkop. Hukum Belanda mengikuti prinsip emptio
vendito yang berasal dari hukum Romawi. Emptio memiliki arti membeli,
sedangkan vendito memiliki arti menjual. Dari kedua arti tersebut dapat
disimpulkan bahwa dari aktivitas jual beli terdapat hubungan hukum timbal balik
antara dua belah pihak yang mana pihak pertama melakukan tindakan hukum

menjual dan pihak kedua melakukan tindakan hukum membeli.
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Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli merupakan kesepakatan
yang sah antar pihak penjual dan pembeli dengan dalih pihak penjual
memberikan barang yang akan dijual dan pihak pembeli membayar harga atas
barang yang telah disepakati bersama.*?

Menurut Suryodiningrat, suatu kegiatan jual beli terdapat 2 pihak yang satu
penjual (verkopen) mengikatkan diri kepada pihak pembeli (loper) guna
memindah tangankan kepimilkannya dengan mendapatkan pembayaran yang
berbentuk uang.** Konsep dari perjanjian jual beli menurut Salim H.S
merupakan penyerahan suatu barang yang menjadi objek perjanjian kepada
apembeli dengan imbalan mendapatkan pembayaran dari barang yang
diberikan.** Makna yang dapat disirat dari pendapat Salim H.S,yakni:

a. Perjanjian jual beli wajib ada subjek hukum yang melakukan aktivitas

jual beli;

b. Kesepakatan menjadi dasar dari perjanjian jual beli tersebut,

kesepakatan berupa harga, objek, dsb;

c. Adanya perjanjian jual beli melahirkan hak dan kewajiban bagi para

pihak yang membuat.
2. Jual Beli Melalui E-Commerce
Jual beli yang ada di era modern ini adalah jual beli dengan menggunakan

fasilitas cyberspace atau yang disebut e-commerce. E-commerce merupakan

42 M. Yahya Harahap, Op.Cit, him.181

4 R.M. Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung,
1996, him.14

4 Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika,
Jakarta, 2003, hlm. 49
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aktivitas jual beli yang dilakukan menggunakan internet sebagai media jual beli.
Seiring dengan berkembangnya zaman para pihak tidak perlu lagi melakukan
kegiatan jual beli secara langsung, akan tetapi dilakukan dengan media-media
sosial seperti instagram, facebook, whatsapp, website, dan aplikasi e-commerce.

E-commerce adalah suatu perbuatan hukum melalui transaksi elektronik
dengan perantara media internet. E-commerce merupakan perkembangan dari
transaksi melalui internet. Perubahan yang dimunculkan dalam e-commerce
diantaranya lebih menekankan adanya hubungan hukum yang dilandasi dengan
perjanjian yang sah. Perjanjian tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak
para pihak serta menyelesaikan permasalahan bila mana merasa dirugikan dari
perbuatan hukum tersebut.*

Perjanjian jual beli e-commerce didalamnya terdapat dua pihak yakni
penjual dan juga konsumen atau customer selaku pembeli. Dalam perjanjian ini
tidak hanya melibatkan dua pihak tersebut, namun terdapat provider selaku
penyedia jasa layanan dan bank selaku sarana transaksi online. Perjanjian yang
umumnya terdapat dalam e-commerce merupakan perjanjian baku. Klausul dari
perjanjian baku bersifat sepihak atau hanya ditentukan oleh salah satu pihak yang
kedudukannya lebih berkuasa.

Penggunaan e-commerce tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan
tersendiri bagi pelaku usaha. Adapun kelebihan menggunakan e-commerce,

yakni:*®

4 RR Dewi Anggraeni dan Acep Heri Rizal, Op.Cit, hlm.224
46 Arip Purkon, Bisnis Online Syari’ah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet,
PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 20
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Jual beli melalui e-commerce tidak terikat pada tempat dan waktu, yang
artinya dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Di karenakan bisnis
ini berbentuk digital yang mana hanya dibutuhkan jaringan untuk
mengaksesnya;

. Modal wusaha yang dibutuhkan lebih terjangkau. Meminimalisir
pengeluaran untuk biaya sewa kios sehingga pelaku usaha dapat menjual
produknya dengan harga yang relative lebih murah;

Membuka peluang bisnis bagi pelaku usaha dengan mudah. Misalnya
dalam e-commerce pelaku usaha dapat memasarkan produknya melalui
iklan atau memasarkan produknya langsung pada efalase platform yang
digunakan;

. Program jual beli yang disediakan oleh platform berjalan secara
otomatis. Sehingga memudahkan pelaku usaha untuk dapat melakukan
aktivitas lainnya;

Jangkauan pasar lebih luas. Jaringan internet yang tak terbatas membuat
pelaku usaha memiliki konsumen yang lebih banyak;

Konsumen lebih mudah mendapatkan informasi melalui online.
Komunikasi antar pelaku usaha dan konsumen hanya terbatas pada
personal chat toko, akan tetapi hal itu memudahkan keduanya lebih

efisien dalam hal biaya maupun waktu.
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Diantara beberapa kelebihan yang dipaparkan diatas, terdapat beberapa
kekurangan bagi pelaku usaha dari jual beli menggunakan e-commerce, yakni:*’
a. Minimnya kepercayaan seseorang terhadap transaksi jual beli e-
commerce. Sehingga masih banyak orang yang menganggap asing jual
beli e-commerce tersebut. Umumnya konsumen lebih menyukai
melakukan jual beli secara langsung agar melihat kondisi produk secara

nyata;

b. Minimnya pengetahuan terhadap teknologi, terkhusus pada jual beli
yang berbasis internet;

c. Adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan tidak
baik dalam jual beli e-commerce, misalnya pembobolan data,
pembobolan akun milik pelaku usaha maupun konsumen,;

d. Terdapat gangguan teknis dalam penggunaan, misalnya konsumen salah
memasukkan alamat atau konsumen kurang cermat dalam memilih
produk sehingga produk yang datang tidak sesuai sehingga konsumen
mengeluh kepada pelaku usaha;

e. Terdapat gangguan teknis pada server internet, diantaranya diakibatkan
jaringan yang tidak stabil atau aplikasi yang sedang dilakukan
perbaikan. Sehingga mengakibatkan pembeli tidak jadi melakukan

pembelian.

47 Ibid

35



Selanjutnya terdapat beberapa kelebihan jual beli e-commerce yang dapat

ditinjau dari segi konsumen, yakni:*?

a.

Konsumen dapat melakukan pembelian dari rumah. Hal ini dapat
memudahkan konsumen untuk menghemat biaya, waktu dan tenaga;
Mekanisme jual beli online sangat praktis dan mudah dipahami.
Memudahkan konsumen dengan cepat menemukan kebutuhan yang
dicari;

Konsumen mendapatkan berbagai pilihan yang dapat dipilih sesuai
dengan keinginan konsumen, misalnya konsumen dapat melakukan
perbandingan toko mana yang lebih terpercaya atau membandingkan
toko mana yang mempunyai harga lebih terjangkau;

Konsumen tidak terikat oleh waktu. Konsumen bebas melakukan
pembelian pada jam berapapun;

Konsumen dapat menemukan produk yang tidak ditemukan di toko

offline.

Diantara beberapa kelebihan yang dipaparkan diatas, terdapat beberapa

kekurangan bagi konsumen dari jual beli menggunakan e-commerce, yakni:*

a.

b.

C.

Konsumen hanya memilih produk berdasarkan gambar dan deskripsi;
Tidak melihat atau mengidentifikasi secara langsung;

Kurangnya informasi mengenai produk yang ditawarkan;

4 Rif’ah Roihanah, “Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-
Commerce)”, Jurnal Justicia Islamica, Edisi No. 2 Vol 8, 2011, hlm. 112
4 Ibid., hlm. 113
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d. Konsumen tidak mengetahui secara langsung pelaku usaha yang

menawarkan produknya sehingga tidak memberikan jaminan kepastian
terhadap subjek yang melakukan penjualan;

Kurangnya jaminan kepastian dalam melakukan transaksi seperti halnya
kasus pembobolan, penipuan, dsb;

Pembebanan resiko yang tidak berimbang, misalnya pada sistem

pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu sebelum barang dikirimkan.

3. Jenis Jenis Transaksi E-Commerce

Bentuk-bentuk interaksi dalam dunia bisnis yang dilakukan para pelaku

usaha, diantaranya:

a.

Business to business (B2B)

Bentuk interaksi bisnis yang dilakukan oleh sesama perusahaan.
Bisnis ini biasanya pelaku usaha memproduksi barang dalam jumlah
banyak sehingga partner bsinisnya memerlukan biaya yang tinggi untuk
melakukan kerja sama.

Business to Customer (B2C)

Bentuk interaksi bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan
konsumen akhir. Transaksi ini biasanya dilakuakn secara online. Dengan
berkembangnya zaman yang semakin canggih bisnis ini berkembang
pesat. Business to Customer ini seperti toko rite/ yang mempunyai
produk satuan untuk diperjualkan dan barang stok yang berada di

gudang. Harga yang diberikan jauh lebih murah dan proses pengiriman
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sangat efisien.’® Contoh bisnis yang menggunakan interaksi ini adalah
Lazada.
C. Customer to Costumer (C2C)

Bentuk interaksi bisnis yang dilakukan oleh konsumen kepada
konsumen. Maksudnya hal ini merupakan aktivitas seseorang yang
menjual barang nya dengan layanan online. Seperti mengiklankan
produknya, menjelaskan deskripsi produk dan detail produk pada
platform yang digunakan. Contohnya : Shopee, Tokopedia, dsb

d. Customer to Business (C2B)

Bentuk interaksi yang dilakukan oleh konsumen kepada perusahan

konsumen. Konsumen menawarkan produknya kepada perusahaan yang

membutuhkan

4. Dasar Hukum Transaksi E-Commerce

Ditinjau berdasarkan pesatnya perkembangan jual beli melalui platform
online, maka penting untuk adanya dasar hukum yang membahas mengenai
regulasi penyelenggara sistem elektronik. Adanya dasar hukum yang jelas dapat
menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak konsumen dalam
menggunakan sistem elektronik.

Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik ini diatur dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut PP PSTE). Telah disebutkan dengan

50 Yesnio Malau, “Pemanfaatan E-Tailing Untuk Meningkatkan Penjualan0 dan Daya Saing
Padausaha Kecil Dani Menengah”, Jurnal Paradigma ,Edisi No. 2 Vol. 16, Jakarta, 2014, hlm. 22
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jelas pada Pasal 2 ayat (5) huruf a PP PSTE yang menyebutkan bahwa
penyelenggara sistem elektronik diatur dan diawasi oleh kementrian atau
lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas pernyataan
tersebut ketentuan penyelenggara sistem elektronik harus taat pada ketentuan
peraturan yang ada serta telah teruji untuk beroperasi. Menteri berwewenang
dalam melakukan pengawasan serta penelusuran atas terselenggaranya sistem
elektronik. Pasal 2 ayat (5) huruf b PP PSTE dijelaskan lebih lanjut mengenai
Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki portal, situs, atau aplikasi
dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk:>!

a. Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran
dan/atau perdagangan barang dan/ atau jasa;

b. Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi
keuangan;

c. Pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data
baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat
elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna;

d. Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan
komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan
suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan

dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial;

5l Pasal 2 ayat (5) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
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e. Layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang
berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan
permainan atau kombinasi dari sebagian dan/ atau seluruhnya; dan/ atau

f. Pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan operasional melayani
masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.

Beberapa poin diatas merupakan fasilitas yang diberikan penyelenggara
sistem elektronik dalam suatu aplikasi atau platform kepada penggunanya baik
pelaku usaha maupun konsumen guna mempermudah proses transaksi. Pada
poin f yang menyebutkan mengenai pemrosesan data pribadi, penyelenggara
sistem elektronik mempunyai kewajiban untuk memelihara data pribadi
pengguna dan menjamin tidak adanya penyalahgunaan pada data pribadi
tersebut.

Ketentuan selanjutnya pada Pasal 3 ayat (1) PP PSTE yang menyebutkan
bahwa:

“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem

Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap

beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya”.

Sistem elektronik yang andal dan aman memberikan dampak yang positif
bagi platform yang digunakan. Terjaminnya keamanan platform menjadikan
konsumen merasa puas dalam menggunakan transaksi e-commerce, dengan
begitu konsumen akan percaya dan tidak merasa ragu untuk melakukan
transaksi. Keamanan yang dimaksud meliputi penyimpanan data pribadi dengan
baik, penerimaan barang yang sesuai, pemberian fasilitas pada aplikasi yang

memudahkan konsumen. Dengan begitu, konsumen dapat terhindar dari segala
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bentuk kerugian. Seperti yang disebutkan pada Pasal 31 PP PSTE yang
menyebutkan bahwa:

“Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melindungi penggunanya dan

masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh Sistem Elektronik

yang diselenggarakannya”.

Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa platform yang disediakan oleh
penyelenggara sistem elekronik wajib dipastikan aman dalam beroperasi guna
melindungi konsumen dari segala bentuk kerugian. Kerugian yang timbul
biasanya pada penggunaan sistem yang terjadi eror atau ada kelalaian pada
sistem atau terdapat campur tangan pihak ketiga yang diluar kendali
penyelenggara sistem elektronik.

C. Tanggung Gugat

1. Pengertian Tanggung Gugat

Teori Caveat Emptor berasal dari istilah bahasa latin yang artinya harus
waspada. Keharusan konsumen untuk waspada yang dimaksud adalah jika
konsumen tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan
pembelian maka konsumen sendiri yang bertanggung jawab atas adanya tidak
kesesuaian atau tidak menguntungkannya suatu barang atau jasa. Seiring
berjalannya zaman yang menyatakan pentingnya tanggung jawab pelaku usaha
maka, teori tersebut bergeser menjadi teori Caveat Venditor. Teori tersebut
menuntut pelaku usaha untuk memastikan bahwa konsumen terhindar dari

segala bentuk kerugian.>?

52 Celina Tri, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 100.
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Aspek hukum mengenai pertanggung jawaban diketahui dengan istilah
tanggung jawab dan tanggung gugat. Peter Mahmud Marzuki menggunakan
istilah liability sebagai pengertian dari tanggung gugat, bahwa tanggung gugat
mengacu pada posisi pelaku usaha dipandang harus membayar ganti rugi atas
adanya peristiwa hukum.’® Tanggung gugat memiliki makna suatu keadaan
wajib menanggung bilamana terdapat sesuatu hal boleh dituntut,
dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.’* Sementara itu, tanggung jawab
dalam konteks liability merujuk pada tanggung jawab hukum sesuai dengan
hukum perdata.>?

Menurut J.H. Niewenhuis, tanggung gugat adalah kewajiban untuk
dibebani ganti rugi sebagai akbat dari perbuatan yang melanggar norma.
Perbuatan yang melanggar norma dapat disebabkan karena perbuatan melawan
hukum atau wanprestasi. Pengertian yang lebih luas disampaikan oleh J.H,
Niewenhuis yakni tanggung gugat didasarkan pada pelanggaran hukum beserta
kesalahan.>

Pertanggung jawaban atau ganti rugi yang disebabkan wanprestasi tidak
lain akibat dari ketidak terpenuhinya sesuatu yang telah dituangkan dalam
perjanjian. Ketentuan mengenai pertanggung jawaban juga didasarkan pada

kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.>’

33 Peter Mahmud Marzuki, Prinsip-Prinsip Hukum, Kencana Media Group, Jakarta, 2016,

hlm. 258

54 Firzhal Arzhi Jiwantara, dkk, “Tanggung Gugat ( Pertanggungjawaban ) Pemerintah di

Indonesia dan Netherland” Jurnal llmiah Multidisiplin, Edisi No. 7 Vol. 1, 2022, hlm. 2

55 K. Martono, Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan, Ctk. Pertama, Raja Grafindo,

Jakarta, 2007, hlm. 306

56 Paulus Aluk Fajar Dwi Santo., Loc. Cit
57 Ttra Saleh, dkk, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen”, Jurnal llmu

Hukum dan Administrasi Negara, Edisi No. 3 Vol. 1, 2023, hlm. 363
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2. Bentuk-Bentuk Tanggung Gugat
Berdasarkan ketentuan dalam UUPK tanggung gugat lahir dengan
dibedakan menjadi 2 ruang lingkup, yakni:>®
1. Tanggung gugat yang muncul sebagai hasil dari hubungan kontraktual
antara para pihak;
2. Tanggung gugat yang muncul dikarenakan adanya perbuatan
melanggar hukum.

Ketentuan lain yang memuat mengenai kewajiban terpenuhinya hak
konsumen dan pelaku usaha juga dicantumkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata,
yakni:>’

“Tiap adanya perbuatan melanggar hukum, yang dapat mengakibatkan adanya
kerugian bagi orang lain, maka mewajibkan orang yang atas kesalahannya
mengakibatkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian”

Dikarenakan isi dari Pasal tersebut dinilai belum mencangkup ruang lingkup
yang luas, kemudian H.M.N Purwosutjipto berpendapat mengenai spesifik dari
perbuatan yang melanggar.®

1. Ketentuan hukum atau Peraturan Perundangan;

2. Mengusik hak orang lain;

3. Wajib hukumnya sendiri (bagi pembuat);

4. Keadilan, kesusilaan dan ketertiban;

5. Kepatutan sebagaimana terhadap barang atau orang.

58 Fifi Junita dan Gianto Al Imron, “Aspek Hukum Tanggung Gugat Bank Dalam Kontrak
Transasksi Derivatif”, Lembaga Peneltian Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, 2002, him. 10

3 Pasal 1365 KUHPerdata

%0 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok HukumDagang Indonesia Pengetahuan Dasar
HukumDagang, Djambatan, Jakarta, 2013, hlm. 135-136
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Berbagai ketentuan yang ada dirasa kedudukan konsumen masih sangat
lemah dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha. Salah satu upaya yang
dilakukan untuk meningkatkan perlindungan bagi konsumen yakni dengan
menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum mengenai tanggung
jawab pelaku usaha. Akan tetapi, dengan adanya prinsip tanggung jawab mutlak
para pelaku usaha juga dapat dibebaskan dari tanggung jawab mutlak tersebut
bila mana dalam hal itu dinyatakan dalam undang undang.®!

Pendapat Abdul Kadir mengenai tanggung jawab dalam perbuatan
melanggar hukum berdasarkan buku hukum perusahaan Indonesia diuraikan
menjadi beberapa teori:?

1. Tanggung jawab yang disebabkan adanya perbuatan melawan hukum
yang dilakukan dengan unsur kesengajaan yang mengakibatkan
kerugian bagi orang lain;

2. Tanggung jawab yang disebabkan adanya perbuatan melawan hukum
yang dilakukan karena kelalaian dengan didasarkan pada konsep
kesalahan;

3. Tanggung jawab mutlak yang disebabkan adanya perbuatan melawan
hukum tanpa memperhatikan adanya unsur kesalahan, baik dilakukan
dengan maksud sengaja maupun tidak sengaja;

Pada ketentuan ganti menuntut pertanggung jawaban ganti rugi dalam

perbuatan melawan hukum, pihak yang dirugikan tidak perlu dengan somasi atau

6l Itra Saleh, dkk, Op.Cit, hlm. 366
62 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2010, hlm. 503
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surat peringatan. Namun, seseorang yang merasa dirugikan dapat langsung

menuntut ganti rugi.®’

D. Jual Beli Online Dalam Prespektif Islam

Jual beli pesanan dalam figh islam disebut as-salam, berdasarkan penduduk
Iraq jual beli pesanan disebut as-salaf. Keduanya memiliki makna yang sama
dikarenakan keduanya sama-sama digunakan oleh Nabi. Secara bahasa As-
Salam adalah menjual suatu barang yang penyerahanya ditunda dan didahulukan
pembayarannya, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan
jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya
diserahkan di akhir.%*

Syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam Rukun as-salam, yaitu:®®

1. Adanya penjual dan pembeli dalam jual beli;

2. Adanya barang yang diperjual belikan dan uang sebagai alat

pembayarannya;

3. Adanya lafadz akad.

Selanjutnya syarat-syarat dilakukannya salam, yaitu:%

1. Pembayaran dilakukan di awal pemesanan;

2. Selama barang belom diberikan menjadi kewajiban penjual;

%3 Gita Anggreina Kamagi, “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya”, Jurnal Lex
Privatum,Edisi No. 5 Vol. 6, 2018, hlm. 63

84 Rozalinda. Figih Ekonomi Syariah, Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2016, him. 94.

65 Munir Salim, “Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, Jurnal Al-daulah,
Edisi No. 2 Vol. 6, 2017, hlm. 383

% Ibid.
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3. Barang di berikan sesuai kesepakatan waktu yang disepakati;

4. Barang yang diperjualkan jelas, benar, terjamin, tidak ada cacat dan
layak untuk diperjual belikan;

5. Sifat dari barang tersebut diketahui dan disetujui oleh konsumen;

6. Tempat penerimanya jelas.

P - P
0 AW o S WS S SO o W B

3T s ol 1 ol

Artinya: “...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

riba... (QS Al-Bagarah: 275).

Berdasarkan beberapa penjelasan serta ayat diatas jual beli online dalam
presepektif islam diperbolehkan, bila mana dalam jual beli tersebut tidak
mengandung unsur-unsur riba, kejahatan, penipuan dan memenuhi syarat serta
rukun jual beli. Prinsip jual beli on/ine dalam islam digambarkan seperti jual beli

as-salam.%’

57 Ibid., hlm. 385
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BAB III
TANGGUNG GUGAT PT. LAZADA INDONESIA DALAM JUAL BELI

ONLINE TERHADAP KONSUMEN

Tanggung Gugat PT. Lazada Indonesia dalam Jual Beli Online Terhadap
Konsumen
Kegiatan jual beli dapat terlaksana tentunya diawali dengan adanya
perjanjian. Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli merupakan
kesepakatan yang sah antar pihak penjual dan pembeli dengan dalih pihak
penjual memberikan barang yang akan dijual dan pihak pembeli membayar
harga atas barang yang telah disepakati bersama.’® Ketentuan mengenai
syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata:
1. Adanya kesepakatan dari para pihak yang melakukan kesepakatan;
Komponen utama dalam perjanjian atau kontrak adalah adanya
kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Menurut J. Satrio
terdapat dua cara mengemukakan kesepakatan yakni: a). secara tegas
(eksplisit) baik secara tertulis maupun lisan, b). secara diam-diam
(implisit).%° Kesepakatan yang dimaksud adalah murni dari dirinya sendiri
atau tidak ada paksaan (dwang) dari pihak manapun, kekhilafan (dwaling)
atau penipuan (bedrog). Apabila suatu perjanjian atau kontrak mengandung

salah satu dari unsur tersebut maka perjanjian itu menjadi tidak sah.

% M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm.181
8 Ridwan Khairandy, Loc. Cit
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2. Dilakukan subjek hukum atau pihak yang cakap hukum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Secara umum istilah dari kecakapan bertindak adalah kondisi di mana
seseorang mampu melakukan perbuatan hukum yang dari perbuatannya
tersebut dapat menimbulkan akibat hukum. Sedangkan menurut hukum,
yakni seseorang atas wewenangnya mampu membuat kontrak atau
melakukan tindakan hukum baik untuk kepentingan pribadi maupun
bertindak sebagai kuasa. Misalnya mewakili badan hukum.”® Ketentuan
dalam Pasal 1330 KUHPerdata mengenai orang yang tidak cakap dalam
melakukan tindakan hukum, yakni:

a. Orang yang dianggap belum dewasa (minderjarigen). Seseorang

yang dinyatakan sudah dewasa menurut ketentuan Pasal 330
KUHPerdata yakni yang sudah berumur 21 tahun atau sudah
menikah. Seseorang yang perkawinannya berpisah pada usia yang
belum 21 tahun maka tetap dinyatakan sudah dewasa karena
berdalil sudah kawin. Sedangkan menurut Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang- Undang
Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut
UUIJN) yakni seseorang dikatakan dewasa apabila sudah mencapai

umur 18 tahun;

70 Machdi dan Sri Soesilowati, Loc.Cit
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b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (die order curatele
gesteld zijn). Kategori bagi seseorang yang ditaruh dibawah
pengampuan diantaranya gila, lemah akal, dungu, atau boros;

c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang telah ditentukan
undang-undang dan kepada siapa yang undang-undang telah
melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Suatu hal tertentu;

Setiap perjanjian wajib memiliki suatu hal tertentu. Pasal 1313 ayat

(1) KUHPerdata menyatakan bahwa dalam setiap perjanjian wajib memiliki
pokok suatu objek yang paling sedikit dapat ditentukan berdasarkan
jenisnya.”! Objek kontrak dalam suatu hal tertentu adalah prestasi. Prestasi
merupakan kewajiban dan kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian
yang harus dipenuhi dan dilaksanakan kedua belah pihak. Prestasi tersebut
dapat berupa:

a. Memberikan sesuatu (objek atau barang);

b. Berbuat sesuatu (jasa);

c. Tidak berbuat sesuatu.

Sebab yang halal

Istilah kausa yang berasal dari bahasa latin yakni sesuatu yang

menjadi penyebab seseorang melakukan sesuatu. Pasal 1337 KUHPerdata
menyatakan bahwa suatu kausa atau sebab dinyatakan terlarang apabila

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan

"I Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdata
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ketertiban umum. Kausa atau sebab yang dimaksud adalah isi dari

perjanjian yang dibuat. Perjanjian dipersyaratkan memenuhi kausa yang

halal artinya para pihak harus memperhatikan isi dari perjanjian tersebut
agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan uraian megenai syarat sah perjanjian, PT. Lazada Indonesia telah
memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdata. Maka, dalam hal ini Permasalahan yang
terajadi pada konsumen dengan PT. Lazada Indonesia tidak didasarkan pada
perjanjiaN.

Jual beli yang ada di era modern ini adalah jual beli dengan menggunakan
fasilitas cyberspace atau yang disebut e-commerce. Kegiatan jual beli ini juga
melahirkan inovasi baru para pelaku usaha dan konsumen tidak lagi melakukan
kegiatan jual beli secara tatap muka atau langsung. Konsumen dalam menggunakan
transaksi e-commerce tidak terbatas antara ruang dan waktu.”> Hal ini dibuktikan
bahwa transaksi e-commrce dapat dilakukan 24 jam dan dapat dilakukan dimana
saja.

Jual beli menggunakan platform sebagai jasa layanannya sama halnya
dengan jual beli pada umumnya. Artinya keduanya sama-sama melahirkan
hubungan hukum antar pihak-pihaknya. Hubungan hukum merupakan dua atau
lebih subjek hukum yang terdapat hak dan kewajiban pihak satu bersebrangan

dengan hak dan kewajiban pihak lainnya. Tujuan utama dari hubungan hukum

72 Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, Jurnal Al
Daulah, Vol 6 No. 2, Makassar, 2017, hlm. 373.
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adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam
interaksi tersebut, serta untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dalam
menyelesaikan perselisihan atau konflik yang mungkin timbul. Hubungan hukum
antara pihak Lazada dengan pembeli merupakan hubungan kontraktual pengguna
layanan dengan penyelenggara layanan.

Hubungan hukum antara Lazada dengan konsumen yakni hubungan yang
lahir dari undang-undang. Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa: “Tiap-tiap
perikatan yang dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang”.
Kemudian perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata adalah sebagai berikut:
“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih
mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Hubungan hukum ini memunculkan syarat dan ketentuan yang ada dalam
platform Lazada sebagai kontrak baku. Identitas subjek hukumnya diatur dalam
ketentuan Pasal 9 PP PMSE. Berkaitan dengan hak konsumen diatur pada UUPK.
Kontrak baku yang dibuat oleh Lazada juga harus memenuhi ketentuan Pasal 1337
KUHperdata bahwa perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang, ketertiban dan kesusilaan.

Mengenai hubungan hukum antara Lazada dengan penjual yakni hubungan
kontraktual antara penjual dengan konsumen. Hubungan kontraktual yang
dimaksud adalah hubungan jual beli yang dimulai pada saat konsumen menyetuji

untuk melakukan transaksi jual beli pada platform Lazada.
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Berbagai kemudahan yang diberikan oleh platform online guna transaksi jual
beli banyak memberikan manfaat bagi aspek perdagangan.”> Namun ada kalanya
posisi itu tidak berjalan seperti semestinya, ada pihak-pihak yang menjalankan
prestasinya sebagaimana normanya, tetapi ada juga pihak-pihak yang menjalankan
prestasi tidak sebagaimana normanya.

Adanya sengketa antara Reno dengan PT. Lazada Indonesia yang teregister
perkara nomor: 588/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt dengan latar belakang masalah sebagai
berikut:7*

Reno adalah konsumen situs belanja online yang diselenggarakan oleh PT.
LAZADA INDONESIA dengan akun yang digunakan di cantumkan nomor
handphone 082234878999 milik Reno. Reno melakukan pemesanan pada situs
belanja online Lazada berupa Antam Logam Mulia Keping Emas (50 2/999.9%
Fine Gold Certificate) dengan Nomor pesanan 390468958969274 yang dibeli dan
dibayarkan dengan nominal sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) dari
rekening atas nama Reno kepada Rekening tujuan BCA yakni dengan nomor
rekening 3905280630443928 milik Lazada.”

Setelah melakukan pembayaran Reno dihubungi oleh nomor yang tidak
dikenal dengan nomor handphone 082389289782 yang mengaku bernama

Herlambang dan mengaku sebagai Penjual (Seller/Merchant) Lazada dengan dalih

73 Nicolas dan Atalim, Loc.Cit

"DirektoriPutusan,https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebac8a716
720 60a174313034303137.html, Diakses pada tanggal 21 Desember 2023

5 Ibid
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memberikan informasi bahwa pesanan atas nama Reno tidak dapat dilakukan
pengiriman dikarenakan nomor resi pesanan belum diaktifkan.”®

Pihak yang mengaku sebagai Herlambang menyatakan memerlukan nomor
OTP yang akan dikirim melalui SMS ke nomor handphone Reno dan meminta Reno
untuk segera memberikan kepadanya untuk mengaktifkan pesanannya. Sebagai
konsumen Reno tidak merasa curiga dikarenakan Herlambang mengetahui detail
nomor pesanan, nomor handphone Reno selaku pemesan, produk yang dipesan,
alamat pesanan, serta Reno merasa yakin bahwa yang bersangkutan pasti memiliki
legalitas sebagai subjek hukum yang jelas dan telah terdaftar di Sistem Elektronik
yang diselenggarakan. Kemudian Reno mengikuti arahan dari Herlambang untuk
memberikan 6 (enam) digit kode OTP yang dikirimkan melalui SMS nomor
handphone milik Reno, bahwa setelah menerima kode OTP tersebut Reno
memberikannya kepada Herlambang.”’

Reno sebagai konsumen yang beriktikad baik untuk memperkuat keyakinan
mengenai pengaktifan nomor resi pesanan tersebut, maka Reno mengkonfirmasi
kepada customer service Lazada atas kejadian yang dialaminya. Berdasarkan
informasi yang diberikan, customer service Lazada atas kejadian tersebut
menyatakan adanya dugaan peretasan pada akun konsumen. Kemudian konsumen
meminta untuk dilakukan pengembalian dana dan dilakukan pembatalan pesanan.
Namun, dalam menanggapi permintaan tersebut 1 (satu) hari setelah menerima

informasi adanya dugaan peretasan pihak Lazada tetap memproses pengembalikan

76 Ibid
7 Ibid
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uang sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ke akun konsumen Reno
yang mana diketahui telah dilakukan hacking. Konsumen dalam hal ini
mendapatkan kerugian senilai Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).’®

Berdasarkan pemaparan di atas diketahui bahwa konsumen meminta
pertanggungjawaban PT. Lazada Indonesia atas kerugian yang dialami konsumen.
PT. Lazada Indonesia sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (selanjutnya disebut PPMSE) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 24
ayat (1) PP PMSE yang mengatur bahwa:”

“PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib menjaga Sistem

Elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab dan membangun

keterpercayaan terhadap sistem yang diselenggarakannya kepada publik”

Bahwa permasalahan yang terjadi adalah terjadinya peretasan pada akun
konsumen. Sehingga atas peretasan tersebut konsumen mengalami kerugian senilai
Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah). Atas permasalahan tersebut konsumen
memberikan surat peringatan kepada Lazada sebanyak 2 (dua ) kali namun, tidak
kunjung mendapatkan iktikad baik dari Lazada.

Tanggapan Lazada atas kerugian yang dialami konsumen merupakan
kewajiban dari konsumen itu sendiri untuk menyimpan dan menggunakan
password sebagaimana mestinya dengan tidak memberikan kepada siapapun.

Gugatan pada putusan nomor 588/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Brt disebabkan oleh
perbuatannya yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Berdasarkan sengketa

antara Reno dengan PT. Lazada Indonesia kerugian yang dialami oleh konsumen

78 Ibid
7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik
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tidak murni berdasarkan kesalahan Lazada. Namun, terdapat unsur kealaian yang
dilakukan oleh konsumen dalam menggunakan sistem elektronik Lazada.

Berdasarkan fakta hukum yang terkait permasalahan antara konsumen
dengan Lazada dimulai ketika konsumen memberikan kode OTP kepada pihak yang
mengaku sebagai seller Lazada. Kode OTP merupakan One Time Password, yang
berfungsi sebagai metode autentikasi. Kode tersebut berisi nomor unik dan tidak
bisa digunakan berulang kali. Kode ini bersifat privacy serta mempunyai tingkat
keamanan yang tinggi. Tujuan dari adanya kode OTP ini untuk mempunyai akses
terhadap akun.®

Teori Caveat Emptor berasal dari istilah bahasa latin yang artinya harus
waspada. Keharusan konsumen untuk waspada yang dimaksud adalah jika
konsumen tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pembelian
maka konsumen sendiri yang bertanggung jawab atas adanya tidak kesesuaian atau
tidak menguntungkannya suatu barang atau jasa.

Ditinjau berdasarkan teori perlindungan hukum yang menjelaskan bahwa
perlindungan hukum sebagai suatu wadah untuk mengayomi masyarakat yang
mendapatkan kerugian maka, jika dibahas dalam perlindungan konsumen dapat
diartikan bahwa, setiap konsumen berhak memperoleh perlindungan hukum

sebagai bentuk dari perlindungan konsumen.®!

8 [van Harry Cahyadi, dkk., “Perancangan Sistem Otentikasi Berbasis One Time Password
(OTP) Dengan Algoritma RSA Sebagai Metode Autentikasi: Implementasi Menggunakan Bahasa
Pemrogaman Phyton, Jurnal Triple A, Edisi No. 1 Vol. 2, Depok, 2023, hlm. 8

81 Regina Christhalia dan Jeane Neltje Sally, “Perlindungan Konsumen Bank Terhadap
Tlidak Tanggung Jawabnya Bank Dalam Kasus Penipuan Kode One Time Password Ditinjau Dari
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen(Studi Putusan Nomor 170
K/Pdt. Sus-BPSK/2020)”, Jurnal Hukum Adiguna, Edisi No. 2 Vol. 5, 2022, hlm. 725
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Setiap konsumen memiliki regulasi yang bertujuan untuk menjamin dan

melindungi hak-hak setiap konsumen. Setiap negara termasuk Indonesia, terdapat

UUPK yang menjadi landasan hukum utama untuk memberikan perlindungan

terhadap konsumen. UUPK umumnya mencakup berbagai aspek yang menyangkut

hak-hak dan kewajiban konsumen serta kewajiban penyedia barang atau jasa.

Hak konsumen yang tercantum Pasal 4 UUPK yang harus dipenuhi oleh

pelaku usaha, antara lain:

)
)

3)
4
6))

(6)
(7)

®)

€))

hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan;

hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan
jaminan barang dan/atau jasa;

hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa
yang digunakan;

hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.

Berkaitan dengan hak-hak yang diuraikan pada undang-undang

perlindungan konsumen diatas merupakan kewajiban pelaku usaha untuk

memberikan pemenuhan hak tersebut kepada konsumen. Namun, dalam

permasalahan ini konsumen sendiri yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-

hak tersebut.
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Ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang diatur dalam Pasal
19 ayat (1) UUPK bahwa:

“ Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”

Bunyi pasal tersebut dijelaskan kembali pada pasal 19 ayat (5) UUPK yang
berbunyi:

“ Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila

pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan

kesalahan konsumen”

Menurut penjelasan bunyi pasal diatas yang dikaitkan dengan permasalahan
Lazada dengan konsumen. Lazada dapat membuktikan bahwa adanya kesalahan
yang disebabkan oleh konsumen sendiri. Kesalahan yang dimaksud yakni
konsumen secara sadar dan sengaja memberikan kode OTP berisi 6 digit nomor
unik yang bersifat privacy dan dilarang keras untuk diberikan kepada orang lain.

Pada faktanya konsumen tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam
mengoperasikan sistem elektronik. Syarat dan ketentuan Lazada yang mengatur

mengenai Syarat dan Ketentuan pada penggunaan bagian 4.2.3 yang dapat diakses

pada link: https.//www.lazada.co.id/terms-of-use/, sebagaimana berikut:

“4. Pelanggan dengan Akun Lazada
2.Pengakuan pengguna/askes: Anda setuju dan mengetahui bahwa setiap
penggunaan Layanan dan/atau akses ke Platform dan Informasi, data atau
komunikasi merujuk Username dan Password anda akan dianggap,

sebagai:
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3.Username dan/atau Password Anda merupakan indormasi rahasia yang

tidak dapat dibagikan dengan pihak manapun.

Kami akan selalu berpegangan dan menganggap bahwa penggunaan atas
nama username dan/atau password Anda dilakukan oleh Anda sendiri dan
berhak menyimpulkan bahwa penggunaan kegiatan tersebut dilakukan
dan dikirimkan oleh Anda. Anda selanjutnya setuju dan mengakui bahwa
Anda terikat dan bertanggung jawab atas setiap akibat yang timbul terkait
penggunaan layanan dan/atau akses ke platform dengan menggunakan
username dan password Anda.”

Pada faktanya konsumen mengabaikan Syarat dan Ketentuan yang telah diberikan
oleh Lazada dan memberikan kode OTP kepada pihak yang tidak dikenal. Atas
perbuatan konsumen tersebut, pihak yang tidak dikenal dapat menguasai secara
penuh akun konsumen.

Menurut pokok perkara yang disampaikan konsumen sebagai dalil untuk
meminta ganti rugi kepada Lazada yang menyebutkan Pasal 24 ayat (1) PP PMSE
yang mengatur bahwa:??

“PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib menjaga Sistem

Elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab dan membangun

keterpercayaan terhadap sistem yang diselenggarakannya kepada publik”
Penilaian sistem elektronik yang beroperasi tidak aman dan tidak andal tidak hanya

didasarkan pada pasal diatas, namun harus didasarkan pada penyelenggaraan sistem

dan transaksi elektronik yang diatur pada Pasal 2 ayat (5) huruf a PP PSTE yang

82 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik
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menyebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik diatur dan diawasi oleh
kementrian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Atas pernyataan tersebut ketentuan penyelenggara sistem elektronik harus taat pada
ketentuan peraturan yang ada serta telah teruji untuk beroperasi. Menteri
berwewenang dalam melakukan pengawasan serta penelusuran atas
terselenggaranya sistem elektronik. Artinya sistem elektronik yang sudah
beroperasi pasti telah memenuhi sistem keamanan dan kendalannya.
Unsur kesalahan/kelalaian yang dapat dijadikan sebagai dasar gugatan

apabila memenuhi syarat-syarat:®’

1. Tindakan yang mengakibatkan kerugian karena tidak menerapkan prinsip

kehati-hatian;
2. Kelalaian yang dibuktikan oleh penggugat bahwa tergugat lalai dalam
melakukan kewajibannya;

3. Kelalaian menjadi penyebab dari adanya kerugian.
Permasalahan antara Lazada dengan konsumen yang dikaitkan dengan syarat-syarat
diatas bahwa pihak yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatiannya ialah pihak
konsumen sendiri sehingga kelalaiannya berujung kerugian bagi dirinya sendiri.
Prinsip kehati-hatian yang dimaksud adalah sebagai konsumen harus
memperhatikan segala kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian baik bagi
dirinya maupun bagi orang lain. Kewajiban yang semestinya dilakukan oleh Lazada

adalah menghimbau konsumen untuk tidak memberikan kode OTP kepada

8 Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta ,
2004, hlm. 116.
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siapapun. Dalam hal ini Lazada telah mencantumkan himbauan dan/atau
larangannya dalam syarat dan ketentuan yang semestinya harus dibaca dan
dipahami oleh para penggunanya.

HINDARI HAL-HAL
DIBAWAH INI:

Gambar 1.1 Waspada

Sumber: https://www.lazada.co.id/panduan-keamanan/
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Lazada

e Banner Chatbot

CLEO juga memiliki banner berupa informasi
mengenal Data Pribadi Anda loh

lazada PENTING!

MEMBERIKAN KODE OTP kepada orang lain
termasuk Lazada & Penjual/Seller, DILUAR
TANGGUNG JAWAB LAZADA!

Selalu jaga informasi pribadi kamu dengan baik
dan jangan bertransaksi di luar platform Lazada

Gambar 1.2 Himbauan waspada

Sumber: https://www.lazada.co.id/panduan-keamanan/

Selain himbauan yang berada pada website lazada, Lazada juga mengirimkan
peringatan kepada konsumen terkait panduan keamanan melalui SMS atau email
yang berisi mengenai peringatan untuk tidak memberikan kata sandi kepada
siapapun untuk menghindari penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang tidak
bertanggung jawab. Contoh pesan yang disampaikan lazada sebagai berikut:

“ JANGAN BAGIKAN KODE INI KEPADA SIAPAPUN atau AKUN
Anda DAPAT DICURI! OTP: xxxx untuk Pengaturan ulang password
Lazada, berlaku 5 menit. Tips aman: lzd.co/aman”

Berdasarkan Surat Edaran Mentri Komunikasi dan Informatika Nomor 5

tahun 2016 telah diatur mengenai batasan tanggung jawab yang dapat dilimpahkan
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kepada konsumen dimana adanya kelalaian dalam menjaga kata sandi bukan
merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha. Sebagaimana berikut:
“2. Tanggung jawab penyedia platform meliputi:
a. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan
konten di dalam platform secara andal dan aman dan bertanggung jawab.
b. Ketentuan huruf a diatas tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya
kesalahan dan/atau kelalaian penjual atau konsumen.”

Penjelasan sebagaimana berikut membuktikan bahwa penyelenggara sistem
elektronik tidak dapat dilimpahkan tanggung jawab yang atas permasalahannya
disebabkan kelalaian dari konsumen sendiri. Seperti halnya dalam permasalahan
Lazada dengan konsumen yakni Lazada tidak dapat dimintakan pertanggung
jawaban atas kerugian senilai Rp. 17.000.000,- ( Tujuh Belas Juta Rupiah) yang
merupakan kelalaian konsumen dalam memberikan kode OTP tersebut.

Ganti rugi dalam hukum perdata, merupakan berkurangnya jumlah harta
seseorang yang disebabkan oleh wanprestasi atau adanya perbuatan melawan
hukum3?4. Ganti rugi yang disebabkan oleh wanprestasi merupakan bentuk ganti rugi
dikarenakan pihak lainnya tidak memenuhi isi perjanjian, sedangkan ganti rugi
yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum merupakan bentuk ganti rugi

karena adanya tindakan yang menimbulkan kerugian bagi seseorang dan tidak

disebabkan yang berkaitan dengan perjanjian.®’

8 Agus Yudha Hemoko, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Perjanjian,
Preanada Media, Jakarta, 2019, hlm. 264
85 Suharnoko, Hukum Perjanjian, Pranada Media, Jakarta, 2004, hlm. 14
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Tanggung gugat memiliki makna suatu keadaan wajib menanggung
bilamana terdapat sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan
sebagainya.®® Tanggung gugat ini berkaitan dengan adanya gugatan hukum pada
lapangan hukum perdata, maka dalam hal ini terdapat pihak yang menanggung atas
gugatan pihak lainnya.

Beberapa unsur yang memenuhi bentuk tanggung gugat atas perbuatan yang
dilakukan seseorang, yakni:

1. Adanya kerugian yang timbul sehingga mengakibatkan seseorang

mengajukan gugatan kepada pihak yang menimbulkan kerugian;

2. Adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian;

3. Adanya gugatan yang menuntut seseorang untuk bertanggung jawab atas

kerugian yang timbul.

Unsur sebagaimana disebutkan diatas berkaitan dengan kasus yang dibahas
oleh peneliti. Berdasarkan kasus yang menimpa Reno selaku konsumen jasa
layanan Lazada pada poin pertama relevan dengan adanya gugatan yang diajukan
konsumen kepada Lazada yang teregister perkara nomor
588/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Brt. akan tetapi pada point kedua perbuatan yang
menimbulkan kerugian disebabkan oleh konsumen sendiri. Maka, atas unsur-unsur
tersebut PT. Lazada Indonesia tidak memenuhi ketiga unsurnya yang artinya tidak

dapat dibebankan tanggung gugat atas kerugian yang dialami konsumen.

8 Firzhal Arzhi Jiwantara, dkk., Loc.Cit
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Berdasarkan ketentuan dalam UUPK tanggung gugat lahir dengan dibedakan
menjadi 2 ruang lingkup, yakni:®’
1. Tanggung gugat yang muncul sebagai hasil dari hubungan kontraktual
antara para pihak;
2. Tanggung gugat yang muncul dikarenakan adanya perbuatan melanggar
hukum.
Menurut UUPK seseorang dapat dimintakan tanggung gugat apabila terbukti
mempunyai kewajiban untuk menanggung ganti rugi atas perbuatannya.
Berdasarkan permasalahan ini Lazada tidak turut menanggung gugat atas kesalahan
yang murni disebabkan kelalaian konsumen.
Pertanggung jawaban dalam civil law system dikenal beberapa ajaran
mengenai pertanggung jawaban perdata, meliputi:®®
1. Tanggung gugat disebabkan unsur kesalahan (schuldaansprakelijkheid).
Berdasarkan teori ini seseorang yang merasa dirugikan harus
membuktikan bahwa pihak tersebut benar-benar melakukan kesalahan
sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur kesalahan yakni
jika memenuhi unsur sebagai berikut:* a. Ada unsur kesengajaan; b. Ada
unsur kelalaian (negligence, culpa): dan c. Tidak ada alasan pembenar
atau alasan pemaaf (recht vaardigingsgrond).
2. Tanggung gugat disebabkan kesalahan dengan beban pembuktian

terbalik (schuldaansprakelijkheid met omkering van de bewijslast).

87 Fifi Junita dan Gianto Al Imron, Loc.Cit

88 Firzhal Arzhi Jiwantara, dkk., Op.Cit, hlm. 5

8 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2013, him. 12
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Berdasarkan teori ini seseorang tidak perlu membuktikan bahwa
seseorang menimbulkan kerugian. Namun, seseorang yang merasa
dirugikan harus membuktikan bahwa dirinya sudah memenuhi prinsip
kehati-hatian dalam melakukan perbuatannya.

3. Tanggung gugat berdasarkan resiko (risicoaansprakelijkheid).
Tanggung gugat resiko ini diartikan sama hal nya dengan strict liability
atau tanggung jawab mutlak. Tanggung gugat ini tidak didasarkan pada
unsur kesalahan.

Beberapa konsep tanggung gugat diatas, perbuatan yang dilakukan PT.
Lazada atas pemrosesan pengembalian dana tidak bisa dalilkan pada unsur
kesengajaan. Dikarenakan dalam hal ini pemrosesan pengembalian uang dilakukan
atas permintaan dari konsumen pada akun konsumen tersebut serta prosesnya
dilakukan secara otomatis pada pihak bank BRI. Maka, Lazada tidak secara sengaja
melakukan pengembalian yang mana telah diketahui terjadi pertasan pada akun
konsumen.

Pendapat Abdul Kadir mengenai tanggung jawab dalam perbuatan
melanggar hukum berdasarkan buku hukum perusahaan Indonesia diuraikan
menjadi beberapa teori:*

1. Tanggung jawab yang disebabkan adanya perbuatan melawan hukum yang
dilakukan dengan unsur kesengajaan yang mengakibatkan kerugian bagi

orang lain;

9 Abdul Kadir Muhammad, Loc. Cit
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2. Tanggung jawab yang disebabkan adanya perbuatan melawan hukum yang
dilakukan karena kelalaian dengan didasarkan pada konsep kesalahan;

3. Tanggung jawab mutlak yang disebabkan adanya perbuatan melawan
hukum tanpa memperhatikan adanya unsur kesalahan, baik dilakukan
dengan maksud sengaja maupun tidak sengaja;

Beberapa penjelasan teori diatas, bahwa pihak yang melakukan kesalahan
dan kelalaian yakni ada pada pihak konsumen. Maka, atas permasalahan ini
semestinya yang bertanggung jawab adalah konsumen sendiri yang mana sebagai
subjek data pribadi.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa kontrak
elektronik dianggap otomatis menjadi batal demi hukum apabila terjadi kesalahan
teknis akibat Sistem Elektronik tidak aman, andal dan bertanggung jawab. Jika
ditinjau pada Pasal 57 ayat (3) UUPK yang menyebutkan bahwa kerugian akibat
terjadinya kesalahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya
menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Penjelasan pasal diatas tidak relevan dengan permasalahan antara Lazada
dengan konsumen. Pemberian kode OTP dilakukan dengan sadar dan sengaja oleh
konsumen kepada pihak ketiga. Maka, hal ini bukan disebabkan adanya kesalahan
teknis.

Ketentuan lain mengenai Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata yang
menyebutkan bahwa:®!

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan
karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang yang

1 Pasal 1367 KUHPerdata
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menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam
pengawasannya.”

Lazada dapat turut bertanggung jawab apabila kesalahan yang berujung kerugian
bagi konsumen tersebut disebabkan oleh barang-barang atau jasa-jasa yang berada
dibawah naungannya. Seperti contohnya konsumen tidak menerima barang sesuai
yang dideskripsikan atau pihak-pihak yang menaungi Lazada melakukan perbuatan
yang merugikan konsumen. Namun, dalam hal ini ditegaskan kembali bahwa
perbuatan-perbuatan tersebut murni dapat dibuktikan bahwa terdapat unsur
kesalahan pada konsumen.

Mengenai ketentuan ganti kerugian juga disebutkan dalam Pasal 1366
KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:*?
“ Sesesorang tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya,
melainkan juga bertanggung jawab atas kelalaian atau kecerobohannya yang
menimbulkan kerugian”
Atas penegasan isi pasal diatas, konsumen juga berhak untuk bertanggung jawab
atas perbuatannya yang mengandung unsur kelalaian. Seperti halnya kelalaian yang
dilakukan konsumen dalam memberikan kode rahasianya. Maka, dalam hal ini
konsumen bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dengan menanggung
kerugian senilai Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) atau setara dengan
Antam Logam Mulia Keping Emas (50 g/999.9% Fine Gold Certificate).

Apabila perbuatan yang berujung kerugian tersebut dilakukan oleh
konsumen maka dijelaskan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) , (2), (3) PP PSTE

bahwa:??

92 Pasal 1366 KUHPerdata
93 Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi
Elektronik
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(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem
Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap
beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.

(2) Penyelenggara  Sistem  Elektronik  bertanggung jawan terhadap
penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal
dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau
kelalaianpihak Pengguna Sistem Elektronik.

Berkaitan dengan kasus Lazada dengan konsumen pasal diatas dapat
menegaskan bahwa Lazada tidak turut bertanggung gugat atas kerugian konsumen
karena kelalaiannya dalam memberikan kode OTP kepada pihak yang tidak dikenal.
Akibat dari tindakan yang dilakukan konsumen tersebut, pihak yang tidak dikenal
melakukan perubahan informasi atau data mengenai nomor rekening yang semula
rekening BCA 3905280630443928 menjadi rekening BRI dengan nomor
390468958969274 atas nama Aida Hasibuan. Perubahan tersebut tidak ada
persetujuan secara sah dari Reno selaku pemilik akun seperti pengiriman nomor
OTP atau verifikasi email sehingga mengakibatkan Reno tidak tahu menahu
mengenai perubahan pada akunnya.

Berkaitan dengan kasus yang dianalisis peneliti, konsumen dalam hal ini
mendapatkan kerugian diantaranya:

1. Kerugian senilai Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) atau senilai

dengan Antam Logam Mulia Keping Emas (50 g/999.9% Fine Gold
Certificate);

2. Peretasan akun pada platform Lazada;

3. Penyalahgunaan data pridadi yang menimbulkan kerugian.
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Dapat diketahui bahwa, beberapa penyebab dari adanya kerugian pada kasus

ini diantaranya:

1.

Kurangnya edukasi atau informasi mengenai himbauan waspada
memberikan kode OTP;

Informasi yang diberikan tidak terletak pada halaman awal sistem
clektronik;

Konsumen sering mengabaikan mengenai isi dari syarat dan ketentuan
yang dicantumkan oleh PT. Lazada Indonesia;

Pihak yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan data konsumen
untuk mendapatkan keuntungan;

Sistem keamanan yang kurang aman;

Kurangnya kesadaran konsumen bahwa kode OTP merupakan password

yang bersifat privacy.

Pada permasalahan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, konsumen

harus meninjau hubungan hukum antara para pihak yang bersengketa. Pada proses

jual beli pihak yang menimbulkan perikatan yakni antara penjual dengan pembeli,

dalam hal ini jasa layanan hanya sebagai perantara yang menyelenggarakan sistem

elektronik. Akan tetapi apabila titik permasalahan ada pada pengoperasian sistem

elektronik maka penyelenggara sistem elektronik dapat menjadi pihak pertama

dalam permasalahan tersebut.

Atas kelalaian yang dilakukan oleh konsumen secara sadar dan secara

sengaja, maka gugatan yang diajukan konsumen kepada PT. Lazada Indonesia tidak

dapat didasarkan atas dasar gugatan wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum.
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Dikarenakan penyebab dari kerugian yang timbul ialah ketidak hati-hatian
konsumen dalam memberikan data yang bersifat rahasia.

Lazada memberikan wadah bagi para seller untuk memperjual belikan
produknya dan memberikan wadah bagi konsumen untuk mencari produk yang
dibutuhkan. Lazada sebagai perusahaan yang bergerak dibidang e-commerce
berharap dengan adanya platform ini dapat memudahkan konsumennya untuk
mendapatkan barang yang dibutuhkan, selain itu Lazada juga memberikan berbagai
perlindungan serta kepastian untuk menjamin Sistem Elektroniknya beroperasi
dengan baik. Maka, sebagaimana mestinya dalam menjalankan sistem
elektroniknya para pihak turut patuh mengenai syarat dan ketentuan pada klausul
baku maupun pada undang-undang yang terkhusus mengatur mengenai penggunaan

sistem elektronik.
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A.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan
yakni bentuk tanggung gugat yang semestinya diberikan PT. Lazada

Indonesia adalah tanggung gugat yang disebabkan oleh perbuatan PT. Lazada

Indonesia. Pada kasus yang teregister ~ perkara nomor

588/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Brt ini unsur kesalahan yang meliputi kesengajaan

dan kelalaian terletak pada pihak konsumen. Sehingga Lazada tidak turut
bertanggung gugat atas kasus tersebut. Kerugian dalam bentuk uang sebesar

Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) menjadi tanggung jawab dari

konsumen sendiri karena tidak menerapkan prinsip kehati-hatiannya dalam

menggunakan sistem elektronik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan skripsi ini dapat disarankan hal-hal berikut:

1. Konsumen lebih bijak dalam menggunakan media elektronik serta lebih
berhati-hati dalam menerima informasi yang mengatasnamakan platform
tertentu agar tidak terjadi penyalahgunaan, konsumen juga harus
mentaati syarat dan ketentuan yang juga didalamnya berisi himbauan
mengenai mekanisme penggunaan sistem elektronik, serta konsumen
harus paham dan mengetahui data yang bersifat pribadi sehingga tidak

ada orang lain yang mengakses dengan maksud merugikan.
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Bagi penyelenggara sistem elektronik untuk lebih memperketat sistem
elektroniknya terkhusus pada perlindungan data konsumen.
Penyelenggara sistem elektronik harus menambah informasi mengenai
himbauan waspada penyalahgunaan kode OTP seperti pada halaman
pertama platform agar himbauannya dapat lebih dijangkau oleh para
penggunanya. Kemudian penyelenggara sistem elektronik juga harus
memberikan notification alert atau pemberitahuan secara sah melalui
email atau SMS mengenai adanya perubahan pada data konsumen agar

meminimalisir adanya perubahan yang tidak sah pada data konsumen.
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